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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan Tunggal

No Huruf Nama Nama Keterangan
Arab Latin Latin
1 \ alif - Tidak dilambangkang
2 < ba’ B -
3 < ta’ T -
4 & sa’ $ s dengan titik di atas
5 z jim j -
6 z ha’ h ha dengan titik dibawah
7 - kha’ kh -
8 2 dal d -
9 3 zal z zet dengan titik di atas
10 B ra’ r -
11 J zai z -
12 o sa’ S -
13 o syin sy -
14 o= sad S es dengan titik di bawah
15 o= dad d de dengan titik di bawah
16 L ta’ t te dengan titik di bawah
17 L =~ , zet dengan titik di
bawah
18 d ain ‘ koma terbalik di atas
19 d gain g -
20 - fa’ f -




21 3 qaf q -
22 <l kaf k -
23 J lam I -
24 a mim m -
25 O nun n -
26 5] wawu w -
27 ° ha’ h -
28 3 hamzah ’ Apostrop
29 & ya’ y -

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

43 saa) : ditulis Akmadiyyah

C. Ta’ Marbutah

1. Transliterasi Ta’ Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah,

kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: il 383 : Zakat al-Fifri atau Zakah al-Fizri

. Transliterasi Ta’ Marbutah mati dengan “h”

Contoh: 4atk Talhah

Jika Ta’ Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua
kata itu terpisah maka Ta’ Marbutah itu ditransliterasikan
dengan “h”

Contoh: 4iall &9 Raudah al-Jannah

Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang
sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

-

4clan - ditulis Jama ‘ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

& Lans - ditulis Ni ‘matullah

Vi



D.

Jhil) 318
Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri

dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau

diftong.

- ditulis Zakat al-Fifri

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No | Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama
1 Fathah A A
2 Kasrah I I
3 Dammah u u
Contoh:
i — Kataba <&k — Yazhabu
Fs — Su’ila S Zukira
2. Vocal Rangkap/Diftong
Vocal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa
gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai
berikut:
No Tanda Nama N Nama
Vokal Latin
1 - Fathah dan Ya’ ai adani
2 BY Fathah dan Waw au adanu

Vii




Contoh:
<i: Kaifa Js> : Haula
E. Vocal Panjang (Maddah)
Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan

huruf transliterasinya sebagai berikut:

Tanda .
No Nama Latin Nama
Vokal
1 ) Fathah dan alif A a bergaris atas
) Fathah dan alif Y )
2 S o _ A a bergaris atas
layyinah
3 e Kasrah dan ya’ I | bergaris atas
4 S0 Dammah dan waw U u bergaris atas
Contoh:
Qi . Tuhibbiina
Ol : al-Insan

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata
dipisahkan dengan Apostrof
A . a’antum
Cuiga . mu’'annas

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” ( J!) ditulis dengan huruf kecil,

kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz
jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan

(izafah) maka dihilangkan.
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Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhary mengatakan ...

Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
Masya’ Allah kana wa md lam yasya’ lam yakun.

Billah ‘azza wa jalla

ok W

Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al
GIA : ditulis al-Qur’an
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf | diganti dengan huruf

Syamsiyah yang mengikutinya

dazud) ;- ditulis as-Sayyi ‘ah
. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan

dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun
di akhir.

Contoh:
APE : Muhammad
gl - al-Wudd
Kata Sandang “J”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah dan huruf
syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1 .
Contoh:
Ol A > al-Qur’an
A - al-Sunnah
Huruf Besar/Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal
huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan

penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman
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Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf
kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”,
dll.
Contoh:
S al-Imam al-Gazali
Sl o) al-Sab ‘u al-Masani
Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila

dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata
lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka
huruf kapital tidak digunakan.
Contoh:
Ala yal : Nasrun minallahi
waa, ¥ & Lillahi al-Amr Jami'a
. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (’)
atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika
hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya
ditransliterasikan harakatnya saja.
Contoh:
(el agle eba) : Thya’ ‘Ulim al-Din
. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau
huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang
penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan
dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang
dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut
dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.
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Contoh :
GR3A A sl & Ol : wa innallaha lahuwa khair al-Razigin

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1.
2.

Ditulis kata per kata, atau
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

tersebut
pS) i - ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam.

xi
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ABSTRAK

Huda, Muhammad Fathul. 2025. Politik Hukum Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Skripsi Program Studi
Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan merupakan upaya negara dalam menyatukan dan menata
kembali regulasi kesehatan nasional melalui pendekatan omnibus law.
Kebijakan ini menunjukkan adanya perubahan arah politik hukum
kesehatan yang menekankan sentralisasi pengaturan, penyeragaman
kebijakan, serta penguatan peran negara dalam penyelenggaraan sistem
kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum
pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan dan mengkaji akibat hukum yang ditimbulkannya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan
pendekatan undang-undang, konseptual, dan historis. Bahan hukum
yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang
dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan penalaran deduktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum UU Kesehatan
berorientasi pada peningkatan efektivitas dan kepastian hukum melalui
penguatan peran pemerintah. Akibat hukumnya tercermin dalam
perubahan pola pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan yang lebih
bersifat administratif, yang berpotensi meningkatkan tertib hukum,
namun juga menimbulkan tantangan terhadap kemandirian profesi
kesehatan.

Kata kunci: Politik Hukum, Undang-Undang Kesehatan, Sistem
Kesehatan Nasional.
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ABSTRACT

Huda, Muhammad Fathul. 2025. Legal Politics of Law Number 17 of
2023 on Health. Undergraduate Thesis, Department of Constitutional
Law, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic
University Pekalongan.

The enactment of Law Number 17 of 2023 on Health represents
the state’s effort to reorganize and integrate national health regulations
through an omnibus law approach. This policy reflects a shift in the
direction of health legal politics that emphasizes the centralization of
regulation, the harmonization of health policies, and the strengthening
of the government’s role in administering the national health system.
This study aims to analyze the legal politics underlying the formation of
Law Number 17 of 2023 on Health and to examine the legal
consequences arising from its implementation.

This research is a normative legal study employing statutory,
conceptual, and historical approaches. The legal materials consist of
primary and secondary legal sources, which are analyzed prescriptively
using deductive legal reasoning.

The results of the study indicate that the legal politics of the
Health Law are oriented toward improving regulatory effectiveness and
legal certainty through the enhancement of governmental authority. The
legal consequences are reflected in changes to the supervision and
guidance of health professionals that are predominantly administrative
in nature, which may contribute to better legal order but also pose
challenges to the professional autonomy of health practitioners.

Keywords: Legal Politics, Health Law, National Health System.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Politik hukum merupakan kebijakan dasar negara dalam
membentuk dan mengarahkan hukum guna mencapai tujuan
nasional. Dalam konteks negara hukum, politik hukum menjadi
instrumen strategis dalam menentukan arah pembangunan hukum
nasional yang selaras dengan prinsip kepastian, keadilan, dan
kemanfaatan.! Menurut Jimly Asshiddigie, hukum tidak hanya
berfungsi sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana
rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) dalam
mewujudkan tujuan negara.? Sejalan dengan itu, Mahfud MD
menjelaskan bahwa politik hukum merupakan arah kebijakan hukum
yang ditetapkan oleh negara untuk mencapai tujuan tertentu melalui
pembentukan dan penegakan hukum.® Oleh karena itu, pembentukan
peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari orientasi
politik hukum yang melatarbelakanginya

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
hadir sebagai bagian dari upaya reformasi sistem kesehatan nasional.
Pembentukan undang-undang ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan
untuk melakukan harmonisasi dan integrasi berbagai regulasi di

sektor kesehatan yang sebelumnya tersebar dalam berbagai peraturan

! Saldi Isra, “Perkembangan Legislasi dalam Sistem Hukum Indonesia,” Jurnal
Konstitusi, 2020.

2 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: Rajawali
Pers, 2020).

3 Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Depok: Rajawali Pers, 2017).



perundang-undangan.* Pendekatan omnibus law yang digunakan
mencerminkan adanya upaya pemerintah untuk menyederhanakan
regulasi guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan sistem
kesehatan nasional.® Dalam perspektif pembentukan peraturan
perundang-undangan, upaya tersebut sejalan dengan prinsip
pembentukan hukum yang baik sebagaimana dikemukakan oleh para
ahli hukum, bahwa regulasi harus disusun secara sistematis,
terintegrasi, dan tidak tumpang tindih.® Hal ini juga diperkuat dalam
ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana
telah diubah, yang mengatur asas-asas pembentukan peraturan
perundang-undangan yang baik.’

proses pembentukannya Undang-Undang Kesehatan
diwarnai oleh dinamika dan perdebatan, khususnya terkait dengan
partisipasi publik dan keterlibatan kelompok profesi. Berbagai
organisasi profesi seperti lkatan Dokter Indonesia, Persatuan
Perawat Nasional Indonesia, dan Ikatan Bidan Indonesia
memberikan perhatian terhadap proses pembentukan undang-undang
tersebut.® Dinamika tersebut menunjukkan bahwa pembentukan
kebijakan hukum di sektor kesehatan melibatkan berbagai
kepentingan yang kompleks, baik dari aspek profesional maupun

sosial. Sedangkan pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun

4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

SBivitri Susanti, “Omnibus Law dan Tantangan Legislasi di Indonesia,” Jurnal
Hukum & Pembangunan, 2021.

® Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan (Y ogyakarta: Kanisius, 2018).

" Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022.

8 Ikatan Dokter Indonesia dkk., Pernyataan Sikap terhadap RUU Kesehatan,
2023.



2023 tetap mengacu pada mekanisme yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal partisipasi
masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 96.° Dengan demikian,
proses pembentukan undang-undang tetap berada dalam koridor
hukum yang berlaku.

substansi Undang-Undang Kesehatan membawa perubahan
penting dalam tata kelola sektor kesehatan, termasuk penguatan
peran pemerintah dalam pengaturan standar pelayanan, pendidikan
tenaga kesehatan, serta integrasi sistem kesehatan nasional.X° Hal ini
mencerminkan adanya arah politik hukum yang berorientasi pada
efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan kesehatan. Dalam
konteks yang lebih luas, reformasi sistem kesehatan juga menjadi
bagian dari agenda global sebagaimana dikemukakan oleh World
Health Organization yang menekankan pentingnya penguatan sistem
kesehatan melalui kebijakan yang terintegrasi dan berbasis regulasi
yang kuat.!* Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan dapat dipahami sebagai produk politik
hukum yang mencerminkan upaya negara dalam membangun sistem
hukum kesehatan yang lebih terintegrasi, adaptif, dan responsif

terhadap tantangan pembangunan kesehatan di Indonesia.

® Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 96.

10 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Transformasi Sistem Kesehatan
Nasional, 2022.

11 World Health Organization, Health System Strengthening Framework, 2021.



B. Rumusan Masalah

1.

Bagaimana Politik hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023, Tentang Kesehatan. ?

Bagaimana akibat hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun,
2023 Tentang Kesehatan.

C. Tujuan Penelitian

1.

Bagaimana politik hukum dalam pembentukan Undang -
Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan .

Bagaimana akibat hkum yang di timbulkan dari berlakunya
undang -undang nomor 17 tahun 2023.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan bisa berguna baik secara

teoritis maupun secara praktis :

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis digunakan sebagai kemajuan
ilmu pengetahuan dan dapat menawarkan analisis Kkritis
yang mendalam, Kkhususnya di bidang hukum
ketatanegaraan dimana Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2023 tentang Kesehatan membahas tentang politik
hukum vyang dapat dieksplorasi dalam lingkungan
akademis.

Kegunaan praktis

Penelitian terhadap Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2023 tentang Kesehatan memiliki sejumlah
manfaat praktis yang dapat dirasakan secara langsung
oleh tenaga kesehatan, lembaga pelayanan kesehatan, dan

masyarakat luas, Penelitian ini dapat memberikan



pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan
perlindungan hukum dalam UU tersebut, khususnya
terkait hak dan kewajiban tenaga kesehatan seperti
dokter, bidan, dan apoteker. Dengan demikian, tenaga
kesehatan dapat menjalankan praktik secara profesional
dan aman, sesuai dengan landasan hukum yang berlaku.?
E. Kerangka Teori
Teori yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :
1. Teori Politik Hukum

Pembuatan dan menentukan kebijakan negara.
Harus melalui mekanisme bagaimana kebijakan negara
harus berpihak kepada rakyat. Dalam menentukan arah
resmi kebijakan negara maka dibutuhkan hukum nasional
yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Politik hukum
diartikan oleh Satjipto Rahardjo dalam bukunya Ilimu
Hukum sebagai proses penentuan tujuan hukum dan
sosial mana yang ingin dicapai dalam suatu masyarakat
tertentu. Satjipto Rahardjo mengemukakan ada empat

pertanyaan mendasar®®, yaitu:
a) Tujuan apa yang ingin dipenuhi oleh sistem saat

ini?

b) Pendekatan manakah yang menurut sebaiknya

digunakan untuk mencapai tujuan tersebut?

2 Laodikia T. L. Analisis Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Menurut UU
No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Jurnal Pencerah Hukum, Vol. 1 No. 3, 2023.

13 Satjipto Rahardjo, “Ilmu Hukum”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011). 55-
56.



c) Kapan dan bagaimana undang-undang tersebut
harus diamandemen?

d) Mungkinkah menciptakan pola yang
terstandarisasi dan diteliti dengan baik yang akan
memandu proses pemilihan tujuan dan cara
efektif untuk mencapainya?

Pedoman resmi yang menjadi landasan
pembuatan Undang-Undang untuk mencapai tujuan
bernegara dan bernegara dikenal dengan istilah politik
hukum. Dengan kata lain, politik hukum merupakan
suatu usaha untuk menggunakan hukum untuk mencapai
tujuan negara. Berikut penilaian Prof Mahfud MD
mengenai ruang lingkup politik hukum*#:

a) Kebijakan Negara tentang hukum yang akan
diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam
rangka pencapaian negara, strategi negara
untuk menentukan arah hukum, termasuk
hukum yang akan diberlakukan, diubah, atau
dihapus. Hal ini bertujuan untuk mencapai
tujuan negara sebagaimana tertuang dalam
konstitusi.

b) Politik hukum sebagai alat perubahan sosial

Hukum tidak bersifat netral, melainkan
dipengaruhi  oleh  kekuasaan  politik.

Keputusan untuk memberlakukan atau tidak

44,

14 Mahfud MD,”Politik Hukum Indonesia”,(Jakarta: Rajawali Press, 2009).. 42-



d)

f)

memberlakukan ~ hukum  mencerminkan
kepentingan  penguasa yang  sedang
memerintah.
Keterkaitan dengan pembangunan nasional
Hukum dirancang untuk mendukung
pembangunan ekonomi, stabilitas politik, dan
kesejahteraan masyarakat. Kebijakan hukum
yang diprioritaskan biasanya selaras dengan
kebutuhan dan tantangan nasional.
Latar belakang politik,ekonomi,sosial,budaya
atas lahirnya produk hukum. Produk hukum di
Indonesia tidak lahir dalam ruang hampa,
tetapi sangat dipengaruhi oleh konteks politik,
ekonomi, sosial, dan budaya.
Latar belakang politik hukum sering menjadi
instrumen politik untuk mempertahankan
kekuasaan. Pada masa Orde Baru, misalnya,
hukum dijadikan alat legitimasi
otoritarianisme. Dalam demokrasi, hukum
idealnya mencerminkan kehendak rakyat,
meskipun dalam praktik sering terjadi tarik-
menarik kepentingan di antara elit politik.
Latar belakang ekonomi, banyak regulasi
muncul untuk mendukung pertumbuhan
ekonomi, menarik investasi asing, dan

memperbaiki kesejahteraan rakyat. Namun,



9)

h)

seringkali produk hukum justru dipengaruhi
oleh kepentingan kelompok ekonomi tertentu.
Latar belakang sosial dan budaya,
keberagaman sosial dan budaya di Indonesia
memengaruhi pembentukan hukum. Sebagai
contoh, peraturan mengenai hukum adat dan
syariat Islam mencerminkan pengakuan
terhadap nilai-nilai lokal. Konflik sosial atau
tekanan dari kelompok masyarakat juga
sering menjadi pendorong lahirnya regulasi
baru.

Penegakan hukum dalam kenyataan lapangan.

bahwa penegakan hukum di Indonesia sering

tidak ideal karena berbagai faktor, termasuk
korupsi, birokrasi yang tidak efektif, dan
pengaruh politik. Beberapa poin yaitu :

1) Hukum vyang tidak tegak secara adil,
ketimpangan dalam penegakan hukum, di
mana kelompok tertentu lebih sering
terkena sanksi hukum dibandingkan
kelompok yang berkuasa. Penegakan
hukum yang bias ini sering disebut
sebagai praktik "tajam ke bawah, tumpul
ke atas."

2) Kendala struktural dan budaya hukum,
Struktur penegak hukum, seperti polisi,

jaksa, dan hakim, masih menghadapi



persoalan kapasitas dan integritas. Budaya

hukum masyarakat

yang cenderung

permisif terhadap pelanggaran hukum

menjadi

hukum.

tantangan dalam penegakan

3) Intervensi kekuasaan, hukum sering kali

dipengaruhi
sehingga

oleh kekuasaan

keberpihakannya

politik,
tidak

sepenuhnya kepada keadilan.

F. Penelitian relevan

Berdasarkan penelusuran literature, banyak ditemukan

penelitian yang berhubungan dengan penelitian peneliti baik itu

skripsi, jurnal, tesis, dan penelitian lepas ( skripsi dan non tesis )

namun dengan fokus yang berbeda. Beberapa penelitian yang

relevan antara lain :

Tabel 1.1

Penelitian-penelitian terdahulu

secara jelas dalam

peraturan  perundang-

No Nama ( Tahun), Metode Penelitian dan Perbedaan dan
Judul Hasil Penelitian Persamaan
1. | Yuyut Prayuni, DKK,( | Penelitian yang bersifat | Penelitian ini  memiliki
2023) Tinjauan | normatif ini | kesamaan dengan
Yuridis Penyelesaian | menunjukkan  bahwa | penelitian lainnya, yaitu
Kasus Sengketa Medis | meskipun tugas tenaga | pembahasan mereka
Pasca Undang-Undang | kesehatan sudah diatur | mengenai Undang-

Undang Kesehatan 2023.

Namun ada perbedaan di
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Kesehatan Tahun

2023%,

undangan, namun

seringkali mereka
kesulitan

ketidaktahuan

menemui
akibat
masyarakat  terhadap
Undang-Undang
kesehatan dan fungsi
kedokteran. Selain itu,
terdapat  juga  isu
keterlibatan
Kementerian Kesehatan
yang terlalu luas dalam
penyelesaian  masalah
kesehatan, sehingga
menimbulkan
konfrontasi dengan

asosiasi profesi.

antara  keduanya,karena
penelitian Yuyut Prayuti
dan rekannya tentang tes
medis mengungkap

keabsahan penelitian ini.

Dicson
(2023),

dan

Benyamin
Tungga
Peranan
Tanggungjawab
Pemerintah dalam

Pelayanan Kesehatan

Penelitian normatif

digunakan untuk
memaparkan  konsep
undang-undang

kesehatan komprehensif

sebagai pendekatan

Skripsi  Ini  menemui
sebuah persamaan yaitu
sama-sama membahas
tentang

kesehatan tahun 2023,

undang undang

15 Yuyut Prayuni, Asep Nurman Hidayat, Danny Des Kartyko Lakoro, Jumrati,
dan Lilie Fransiska, “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kasus Sengketa Medis Pasca
Undang-Undang Kesehatan Tahun 2023,” Innovative: Journal of Social Science
Research, Vol. 3, No. 6, 2023,5479-5491. https://j-innovative.org.
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pasca disahkannya
Omnibus Law tentang

Kesehatan?®.

perundang-undangan

nasional yang bertujuan
untuk  meningkatkan
derajat kesehatan

masyarakat Indonesia.

perbedaannya yaitu pada

penelitian Benyamin
Dicson Tungga (2023),itu
membahas tentang
Merupakan tantangan

sekaligus peluang untuk
mempertimbangkan

undang-undang kesehatan
yang komprehensif sebagai
strategi  hukum nasional
untuk meningkatkan
standar kesehatan
masyarakat di Indonesia.
Tercapainya  kehidupan
yang sejahtera dan sehat
merupakan  salah  satu
tujuan pembangunan
berkelanjutan, mengingat
besarnya peran sektor
kesehatan dalam menjamin
keberlanjutan tujuan
pembangunan PBB. Untuk

memenuhi misi pembinaan

16 Benyamin Dicson Tungga, "Peranan dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam
Pelayanan Kesehatan Pasca Disahkannya Omnibus Law tentang Kesehatan,"

Nusantara Hasana

Journal, Vol. 3, No.

21

2023, him. 287-300,
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perusahaan yang adil, adil,

dan murah serta memiliki

kepastian hukum,
peraturan Perundang-
Undangan yang
berdasarkan nilai-nilai

Pancasila harus diubah dan
diselaraskan baik secara
nasional maupun

internasional..

Albertus D  Soge
(2023), Analisis
Penanganan

Kesalahan Profesi

Medis dan Kesehatan

dalam  Undang -
Undang Nomor 17
Tahun 2023 tentang

Kesehatan menurut

Perspektif Hukum

Kesehatan’.

Peraturan Undang-
undang  Nomor 17
Tahun 2023 tentang
penanganan kesalahan
profesi  medis dan
kesehatan sudah
memberikan

perlindungan yang lebih
besar bagi tenaga medis
dan kesehatan; Namun
masih terdapat beberapa
ketentuan yang tidak

sejalan dengan

Skripsi ini ada persamaan

yaitu sama sama
membahas tentang hak dan
kewenangan yang Yyang
harus  diperolen  atau
dijalankan oleh ahli profesi
sedangkan ada perbedaan
dalam penelitian skripsi
yang dilakukan

albertus d soge itu meneliti

oleh

tentang kesalahan profesi

penanganan kesalahan

profesi medis dan

17 Albertus D. Soge, "Analisis Penanganan Kesalahan Profesi Medis dan
Kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menurut
Perspektif Hukum Kesehatan," Jurnal Health and Caring Justice, VVol. 3, No. 1, 2023,
147-163. https://ejournal.up45.ac.id/index.php/JHCJ/article/view/1690



https://ejournal.up45.ac.id/index.php/JHCJ/article/view/1690
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paradigma hukum | kesehatan sedang yang
kesehatan sehingga | saya teliti lebih mengarah
dapat menimbulkan | tentang kewenangan yang
kerugian  baik  bagi | harus dikuasai oleh tenaga
penyedia maupun | profesi medis.
penerima layanan
kesehatan.

Siti Rahmawati (2023) | Implikasi Undang- | Siti  rahmawati meneliti
Undang Nomor 17 | terkait Perlindungan

Tahun 2023 terhadap
Perlindungan  Hukum

Pasien dalam Pelayanan

hukum pasien dan hak
pelayanan kesehatan yang

terdapat pada Undang -

Kesehatan Undang nomor 17 Tahun
2023 tentang kesehatan.
Andi Wijaya (2023) Politik Hukum | Dalam penelitian  Andi
Pembentukan Undang- | wijaya ada  beberapa
Undang Kesehatan | persamaan terhadap
Tahun 2023 dalam | penelitian saya yaitu sama
Perspektif ~ Reformasi | — sama meneliti politik
Regulasi hukum Undang — Undang

Nomor 17 Tahun 2023.




14

G. Metode Penelitian
1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis
normatif. Penelitian yuridis normatif yang digunakan untuk
meneliti dan mengkaji tentang hukum itu sebagai norma,asas
hukum,aturan hukum,doktrin hukum, teori hukum dan
kepustakaan lainnya guna menjawab permasalahan hukum?é.
Adapun dalam penelitian ini mengkaji tentang norma hukum
dalam politik hukum Undang — Undang Nomor 17 tentang
Kesehatan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian pendekatan yang dipakai yaitu pendekatan
Perundang Undangan, Konseptual, dan Historis®. Pendekatan
Perundang Undangan dilakukan dengan cara menelaah regulasi
maupun  peraturan  Perundang-Undangan yang ada
hubungannya dengan masalah yang diteliti?®. Pendekatan
Perundang-Undangan atau Statute Approach bisa disebut
dengan pendekatan yuridis yang membuka bagi kesempatan
peneliti untuk melihat adakah kesesuaian antara Undang
Undang yang satu dengan yang lain, tetapi dalam hal ini adalah
Politik Hukum Undang-Undang Nomor 17 Tentang Kesehatan.
Pendekatan Konseptual Conceptual Approach adalah
pendekatan yang dilakukan sebab belum ada aturan hukum

18 Bambang sunggono, “metode penelitian hukum” (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada,2007 ),27.

19 Johnny Tbrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif “ (
Malang Bayumedia,2007 ), 291.

20 petter Mahmud Marzukl, “Peneliitian Hukum” ( Jakarta: Kencana ,2006), 93.
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dengan masalah yang dihadapi. Pendekatan konseptual

bersumber dari pandangan-pandangan ilmu hukum dan berasal

dari doktrin-doktrin ilmu hukum. Pendekatan historis karena

nantinya akan menunjukkan sejarah dari masing-masing

pengujian Undang-Undang.

H. Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan

sumber bahan hukum sekunder yang dibagi antara bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder.?! Berikut bahan hukumnya :

1. Bahan hukum primer

Sumber hukum primer, misalnya bahan dasar hukum

primer, merupakan bahan hukum pokok yang digunakan

dalam penelitian dan selanjutnya digunakan sebagai dasar

pengikatan hukum.diantaranya ;

a.
b.

Undang - Undang Dasar 1945,

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang — Undangan,
Undang - Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang
Perubahan Undang - Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -
Undangan.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang
Undang - Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan.

21 Soerjono Soekanto Dan Sri Mammudji, “Penelitian Hukum Normatif
Tinjauan Singkat” (Jakarta, Rajawali Pers, 2006), 24.
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e. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan
f. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan
2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi bahan hukum, non
hukum, jurnal non hukum, jurnal hukum, media cetak, dan
elektronik yang berkaitan dengan penulisan dan penelitian
ini berisi asas asas hukum, teori hukum, doktrin hukum,
hasil penelitian, skripsi dan lainnya yang berkaitan dengan

penelitian untuk memperjelas bahan hukum primer.?

I. Teknik pengumpulan bahan hukum

Peneliti dalam pengumpulan bahan hukum melakukan
beberapa langkah yaitu dengan inventarisasi, sistematisasi dan
klasifikasi atau kategorisasi®®. Mengumpulkan literasi yang
relevan dan mengumpulkan Peraturan Perundang-Undangan
adalah merupakan langkah inventarisasi. Sistematis berarti diatur
secara sistematis. Penggolongan bahan hukum dan norma hukum
atau Perundang-Undangan yang sesuai adalah langkah klasifikasi
atau kategorisasi bahan hokum untuk menghasilkan penelitian

yang objektif serta akurat.

22 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya:
Bayumedia, 2008, 295.

23 Muhaimin,”Metode Penelitian Hukum” ( Mataram : Mataram University
Press,2020 ) ,67.
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J. Teknik Analisis Bahan Hukum
Sesuai dengan karakteristik pendekatan yang dipakai, maka teknik
analisis bahan hukum yang dipakai yaitu analisis preskriptif dengan
menggunakan logika penalaran deduktif?* yaitu menarik kesimpulan
dari umum ke khusus untuk mencari kebenaran. Intinya pola
penalaran deduktif ini adalah dari renungan konseptual atau teoritis
kemudian mengamati empiris, setelah itu melakukan hipotesis
kemudian pengukuran sebagai sarana pembuktian konsep dan teori
sehingga dapat menarik kesimpulan dari umum ke khusus.

K. Sistematika Penulisan

Rencana penelitian akan dilakukan penyusunan lebih
komprehensif serta disajikan lebih variatif yang berbentuk karya
ilmiah skripsi ini, selanjutnya akan menghasilkan lima bab. Sub-bab
juga akan memberikan informasi yang lebih mendalam di setiap
bab, membantu menyusun skema lebih lanjut sebagian dari topik
inti. Paragraf berikutnya akan memberikan informasi lebih lanjut
sebagai berikut :

BAB | Pendahuluan, bab ini berisi pendahuluan yang berisi
tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan
kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori,
metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB Il, Landasan Teoritis, pada bab ini berisi terkait
landasan teoritis yang menjelaskan teori atau konsep yang berkaitan

dengan pembahasan penelitian yang mencakup definisi dan sejarah

24 Suteki dan Galang Taufani,”Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan
Praktik “ (Depok Rajawali Press,2020),267.
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pembentukan, materi muatan, serta akibat disahkannya Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

BAB IIl, ,Menjawab permasalahan rumusan masalah
pertama yang menjadi fokus penelitian dalam pembahasan kali ini.
Pada bab ini akan dijelaskan tentang politik hukum pada Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

BAB IV Pembahasan Penelitian, pada bab ini penulis akan
menguraikan jawaban dari rumusan masalah kedua yang diteliti
tentang politik hukum Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023
tentang Kesehatan.

BAB V Penutup, bab ini memuat rekomendasi bagi penulis
dan pihak-pihak terkait serta sejumlah kesimpulan yang diambil dari

rumusan masalah dan analisis bab sebelumnya.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai
politik hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan, dapat disimpulkan bahwa pembentukan undang-undang
tersebut merupakan bagian dari kebijakan hukum negara dalam
melakukan reformasi sistem kesehatan nasional melalui pendekatan
omnibus law. Politik hukum yang digunakan diarahkan pada
penyederhanaan, harmonisasi, dan integrasi berbagai peraturan
kesehatan yang sebelumnya tersebar dalam beberapa undang-undang
sektoral ke dalam satu sistem hukum kesehatan nasional yang lebih
terpusat dan terintegrasi.
Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan menunjukkan adanya kecenderungan politik hukum yang
bersifat responsif sekaligus sentralistik. Bersifat responsif karena
undang-undang ini dibentuk sebagai jawaban atas kebutuhan
reformasi sistem kesehatan nasional pasca pandemi COVID-19 serta
perkembangan teknologi dan pelayanan kesehatan modern. Namun di
sisi lain, undang-undang ini juga memperlihatkan penguatan peran
pemerintah pusat dalam pengendalian sistem kesehatan nasional,
terutama dalam bidang perizinan, pengawasan, standarisasi pelayanan
kesehatan, dan sistem informasi kesehatan nasional.
Akibat hukum yang ditimbulkan dari berlakunya Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terlihat dari adanya
pencabutan beberapa undang-undang kesehatan sebelumnya,

munculnya pasal-pasal baru, serta penggantian ketentuan lama
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dengan sistem peraturan yang baru. Pencabutan undang-undang
sebelumnya menyebabkan berakhirnya rezim hukum kesehatan yang
bersifat sektoral. Selain itu, munculnya pasal-pasal baru melahirkan
dasar hukum baru mengenai rekam medis elektronik, sistem informasi
kesehatan nasional, sistem satu data kesehatan, serta ketahanan dan
kedaruratan kesehatan nasional. Sementara itu, penggantian
ketentuan lama menyebabkan perubahan terhadap sistem registrasi
tenaga kesehatan, sistem perizinan praktik, dan sistem pengelolaan
kesehatan nasional yang lebih terintegrasi.
Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan menjadi bentuk pembaruan hukum kesehatan nasional
yang bertujuan menciptakan sistem kesehatan yang lebih modern,
efektif, dan terintegrasi dalam satu kerangka hukum nasional.
Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai politik hukum
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, penulis
memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan
pertimbangan dalam pengembangan sistem hukum kesehatan
nasional. Pemerintah perlu segera menyusun dan menyempurnakan
seluruh peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan agar tidak terjadi kekosongan hukum
maupun tumpang tindih peraturan dalam pelaksanaannya.
Keberadaan peraturan pelaksana sangat penting untuk memberikan
kepastian hukum dan memperjelas mekanisme penerapan ketentuan
dalam undang-undang tersebut. Selain itu, pemerintah perlu
memastikan adanya harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan peraturan perundang-



21

undangan lain yang masih berkaitan dengan sektor kesehatan.
Harmonisasi tersebut diperlukan agar tidak terjadi konflik norma
maupun dualisme peraturan dalam penyelenggaraan kesehatan
nasional. Dalam pelaksanaan sistem kesehatan nasional yang lebih
terpusat, pemerintah juga perlu tetap memperhatikan prinsip otonomi
daerah serta melibatkan organisasi profesi kesehatan dalam proses
pembentukan maupun pelaksanaan kebijakan kesehatan. Hal tersebut
penting agar sistem kesehatan nasional tetap berjalan secara
partisipatif, proporsional, dan mampu mengakomodasi kebutuhan
daerah maupun profesi kesehatan.

Di samping itu, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih luas
mengenai perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya kepada tenaga kesehatan,
fasilitas pelayanan kesehatan, dan masyarakat. Sosialisasi tersebut
bertujuan agar seluruh pihak memahami perubahan sistem peraturan
kesehatan yang baru sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara
efektif
. Limitasi Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu
diperhatikan. Pertama, penelitian ini hanya berfokus pada kajian
normatif terhadap politik hukum dan akibat hukum Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga belum membahas
secara mendalam mengenai implementasi undang-undang tersebut
dalam praktik penyelenggaraan kesehatan.

Kedua, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis
terhadap perubahan peraturan perundang-undangan kesehatan,

khususnya terkait pencabutan undang-undang sebelumnya,
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munculnya ketentuan baru, dan penggantian beberapa ketentuan
lama. Oleh karena itu, penelitian ini belum membahas secara rinci
dampak empiris maupun sosial dari penerapan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Ketiga, karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
tentang Kesehatan masih tergolong baru, beberapa peraturan
pelaksana dan kebijakan teknis masih dalam tahap pembentukan dan
penyesuaian. Kondisi tersebut menyebabkan penelitian ini memiliki
keterbatasan dalam menganalisis efektivitas pelaksanaan undang-
undang secara menyeluruh. Dengan adanya keterbatasan tersebut,
penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian yang
lebih luas, baik secara empiris maupun komparatif, agar dapat
memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai
pelaksanaan dan perkembangan sistem hukum kesehatan nasional
setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang

Kesehatan.
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